
 

 

DISKRESI PENANGANAN TINDAK PIDANA RINGAN KAJIAN UNDANG-

UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 STUDI SATRESKRIM POLRES WONOSOBO 

 

Puiji Hartoi 

Universitas Sain Al-Qur’an Jawa Tengah di Wonosobo 

Email : pujiharto@gmail.com 

 

Ika Setyorini 

Universitas Sain Al-Qur’an Jawa Tengah di Wonosobo 

Email: ikasetyorini@unsiq.ac.id 

 

ABSTRAK 

Artikel ini bertuijuian uintuik menganalisis diskresi dalam penanganan tindak pidana ringan di 

Satuian Reserse Kriminal (Satreskrim) Poilres Woinoisoiboi berdasarkan Uindang-Uindang Noimoir 

2 Tahuin 2002 tentang Kepoilisian Repuiblik Indoinesia. Metoide penelitian yang diguinakan 

adalah pendekatan yuiridis empiris, yang menggabuingkan analisis huikuim dengan data empiris 

yang diperoileh melaluii wawancara dan tinjauian doikuimen. Temuian penelitian ini 

menguingkapkan bahwa diskresi memainkan peran penting dalam penanganan tindak pidana 

ringan oileh Satreskrim. Uindang-uindang memberikan ruiang bagi petuigas kepoilisian uintuik 

mengguinakan diskresi dalam menentuikan respoins dan langkah yang tepat u intuik tindak pidana 

ringan, dengan mempertimbangkan faktoir-fakto ir seperti tingkat keparahan pelanggaran, 

keadaan pelakui, dan kepentingan puiblik. Namuin, penelitian ini juiga mengidentifikasi 

tantangan dan poitensi masalah dalam pengguinaan diskresi. Hal ini termasuik penerapan diskresi 

yang tidak koinsisten di antara petuigas kepoilisian, poitensi penyalahguinaan wewenang, dan 

perluinya pedoiman atau i proiseduir oiperasioinal standar yang lebih jelas u intuik memastikan 

koinsistensi dan keadilan. Uintuik mengatasi tantangan tersebuit, penelitian ini 

merekoimendasikan pengembangan pedoiman koimprehensif dan proigram pelatihan bagi 

petuigas kepoilisian uintuik meningkatkan pemahaman dan penerapan diskresi dalam penanganan 

tindak pidana ringan. Selain itui, memproimoisikan transparansi, akuintabilitas, dan partisipasi 

puiblik dalam proises pengambilan kepuituisan dapat membantui membanguin kepercayaan dan 

keyakinan dalam sistem peradilan pidana. 

 

Kata Ku inci: Diskresi, Tindak Pidana Ringan, Sistem Peradilan Pidana. 

 

A. PENDAHULUAN 

Dalam pembuikaan UiUiD 1945 

disebuitkan bahwa negara memiliki 

kewajiban penuih dalam melinduingi warga 

negaranya dari segala hal yang mengancam 

baik terhadap nyawa, harta benda, hingga 

kemerdekan sebagai manuisia. Salah satui 

cerminan dari kewajiban negara tersebuit 

adalah dengan dibentu iklah huikuim pidana 

yang berlakui secara puiblik. Dari hal tersebuit 

tidak heran bahwa huikuim pidana juiga 

mencerminkan huikuim itui sendiri dimana 

keadilan dipegang dengan erat berdasarkan 

peratuiran yang ada serta uipaya penegakan 

huikuim oileh lembaga penegak huikuim. selain 

itui karena hal tersebuit tentui huikuim pidana 

dinilai sebagai huikuim yang sangat tegas 

dalam berbagai aspek seperti larangan yang 
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terdapat pada huikuim pidana mayoiritas 

mengguinakan klauisuil ‘barang siapa’, uipaya 

penegakan huikuim yang sangat rigid dan kakui 

sehingga hal ini menyebabkan  timbuilnya 

adagiuim ‘meskipuin langit ruintuih, huikuim 

haruis ditegakkan’ yang berarti sesuilit apapuin 

perkara yang ada huikuim haruis ditegakkan 

dan pelakui haruis ditindak (M Fall, 1991 : 4). 

Huikuim pidana sendiri jika ditilik 

berdasarkan materi yang diatuirnya terdiri 

atas huikuim pidana materil dan huikuim pidana 

foirmil dimana dalam keduia penggoiloingan 

materi tersebuit saling berkaitan satui sama 

lain. Tirtamidjaja menjelaskan huikuim pidana 

materil dan huikuim pidana foirmil (dalam 

Laden Marpauing, 2005 : 2). Dari duia (formil 

dan materil) pembagian tersebuit menjadi 

cuikuip jelas bahwasannya huikuim pidana 

materil adalah huikuim pidana yang terdiri dari 

perintah uintuik tidak melakuikan ssesuiatui 

dengan disertai dengan ancaman pidana. 

Sedangkan huikuim pidana foirmil meruipakan 

huikuim yang mengatuir mengenai bagaimana 

penegakan huikuim pidana itui sendiri melaluii 

mekanisme-mekanisme yang telah diatuir 

didalamnya.  

Dalam huikuim pidana foirmil disebuit 

dengan sistem peradilan pidana 

menggoiloingkan 3 kewenangan berbeda 

dalam pengatuiran mengenai penegakan 

huikuim diantaranya : (1) kewenangan 

penyidikan, (2) kewenangan penuintuitan dan 

(3) kekuiasaan kehakiman. Sementara materil 

Materil adalah menerangkan perbuatan-

perbuatan apa yang dapat dihukum serta 

hukuman-hukuman apa yang dapat 

dijatuhkan. 

Dari hal tersebuit membuiat koinsep 

penegakan huikuim yang ada sekarang 

dipandang sangat rigid sehingga memerluikan 

banyak waktui uintuik suiatui kasuis dapat 

ditangani, dibuiktikan, dan dijatuihi dengan 

pidana. Dari hal tersebuit belakangan muincuil 

beberapa teroiboisan dalam penegakan huikuim 

pidana khuisuisnya pada kewenangan 

penyidikan seperti cointoihnya kewenangan 

diskresi kepoilisian pada tindak pidana 

ringan.  

Diskresi sendiri dapat didefiniskan 

sebagai sebuiah kewenangan yang dapat 

memberikan peluiang kebebasan uintuik 

mengambil kepuituisan dalam suiatui situiasi 

tertentui. Senada dengan hal tersebuit diskresi 

kepoilisian dalam bingkai yang mempuinya 

kewenangan dalam penyidikan dapat dinilai 

sebagai bentuik dari kebijaksanaan penegak 

huikuim uintuik memuituiskan suiatui tindakan 

dan melaksanakan sesuiatui dengan 

berdasarkan pada penilaian dan keyakinan 

dari dalam diri oirang tersebuit.  

Sehingga dapat ditarik kesimpuilan 

bahwa wewenang kepoilisian dalam diskresi 
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meruipakan bentuik dari kekuiasaan mauipuin 

wewenang yang didasarkan pada peratuiran 

peruindang-uindangan namuin dalam 

kesempatan yang sama melibatkan penilaian 

individui dalam menentuikan tindakan yang 

diambil demi kepentingan uimuim dengan 

berbagai pertimbangan seperti moiral, etika, 

huikuim dan masyarakat itui sendiri. 

Penerapan mengenai proiseduir diskresi 

sebetuilnya telah termasuik dalam Uindang-

Uindang Kepo ilisian Pasal 18 Uindang-

Uindang Kepoilisian yang menyebuitkan 

bahwa uintuik kepentingan uimuim pejabat 

kepoilisian dalam melaksanakan tuigas dan 

wewenangnya dapat bertindak menuiruit 

penilaiannya sendiri. Meskipuin begitui hal 

tersebuit memiliki serangkaian koinsekuiensi 

seperti haruis sesuiai dengan peratuiran 

peruindang-uindangan. Selain itu, haruis 

dikaitkan puila dengan Pasal 31, 32, dan 33 

Uindang-Uindang Kepo ilisian sehingga 

penilaian sendiri tersebu it tidak dapat diambil 

secara semena-mena melainkan haruis tepat 

dan proifesioinal sesuiai dengan moiral dan 

koide etik kepoilisian.  

Praktik pelaksanaan diversi ini dapat 

dilihat pada beberapa kasuis yang penuilis 

dapatkan dari arsip Poilres Woinoisoiboi. 

Dimana terdapat 2 kasuis yang sangat 

menarik yang berkaitan dengan pelaksanaan 

diskresi di lapangan yaitu i kasuis pencuirian 

cabai (pencuirian ringan) yang terjadi di 

Kecamatan Mo ijoitengah dan penipuian ringan 

di Kecamatan Selo imertoi. Dimana dalam 2 

kasuis tersebuit diselesaikan dengan istilah 

sidang tipiring (tindak pidana ringan) yang 

dilaksanakan di Poilsek terdekat dengan 

menghadirkan beberapa pihak antara lain: 

koirban, saksi, pelakui, dan aparat kepoilisian 

sebagai fasilitatoir.  

Dengan mekanisme semacam ini selain 

mempersingkat waktui, juiga berdampak baik 

bagi koirban karena tidak haruis boilak-balik 

u intuik memberikan keterangan dalam 

beberapa kesempatan. Hal ini memberikan 

dampak poisitif karena pada dasarnya koirban 

hanya menginginkan apa yang haruisnya 

menjadi haknya, dan hal tersebuit tercapai 

dengan dikembalikannya barang buikti 

kepada koirban. Sedangkan para pelaku i 

dikenakan pidana kuiruingan uintuik 

mempertangguingjawabkan perbuiatannya. 

 

B. HASIL TEMUAN dan PEMBAHASAN 

1. Konstruksi Penerapan Diskresi 

dalam Institusi Kepolisian 

Terhadap Tindak Pidana Ringan 

Landasan huikuim diskresi Poilisi yang 

dimaksuid adalah legitimasi atas 
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diperguinakan wewenang diskresi oileh 

kepoilisian Negara Repuiblik Indoinesia. 

Sehingga dengan demikian sama pihak 

terlinduing baik petuigas poilisi itui sendiri 

mauipuin masyarakat. Dasar huikuim 

pelaksanaan kewenangan diskresi itui antara 

lain :  

1. Uindang-Uindang Dasar 1945 

Berkaitan dengan tuigas kepoilisian dan 

wewenang kepoilisian memang meruipakan 2 

(duia) hal yang tidak dapat dilepaskan karena 

sifat penuigasan sesuingguihnya sangat 

membuituihkan kewenangan, dan didalam 

kewenangan yang diberikan kepada 

kepoilisian dijuimpai puila kewenangan uintuik 

bertindak sendiri ataui menentuikan sendiri. 

Kewenangan yang dimaksuid ituilah yang 

kemuidian disebuit sebagai Diskresi 

Kepoilisian. Berangkat dari pemikiran di atas, 

bila diperhatikan ketentuian Uindang-Uindang 

Dasar 1945, maka kewenangan diskresi 

kepoilisian secara tidak langsuing sangat 

berkaitan dengan pembuikaan, batang tuibuih 

dan penjelasannya. Dalam pembuikaan 

Uindang-uindang Dasar 1945 beradasarkan 

poikoik pemikiran melinduingi segenap bangsa 

Indoinesia itui maka Pasal 27 Uindang-Uindang 

Dasar 1945 memberikan kesamaan 

keduiduikan di dalam huikuim dan 

pemerintahan pada setiap warga negaranya. 

Dan keduiduikan Poilisi selakui penegak huikuim 

wajib melinduingi warga Negara atau i 

masyarakat dan menciptakan keamanan dan 

ketertiban bagi masyarakat, sedangkan poikoik 

pikiran ikuit melaksanakan ketertiban duinia 

adalah kewajiban Negara uintuik senantiasa 

patuih pada noirma-noirma dalam tata 

kehiduipan yang telah disepakati sehingga 

tercipta tertib masyarakat (UUD 1945 Pasal 

27). 

Tuigas Poilisi sebagai penegak huikuim, 

keamanan dan ketertiban masyarakat adalah 

refleksi dan sesuiai terhadap Uindang-uindang 

dasar 1945 dan koinsekuiensi adanya tuigas 

tersebuit sangat dibuituihkan wewenang, salah 

satui di antaranya adalah wewenang diskresi. 

Keberadaan diskresi masuik sebagai salah 

satui kewenangan kepoilisian sangat berkaitan 

erat dengan hakikat tuijuian penegakan huikuim 

itui sendiri dan lebih jauih lagi adalah 

pencapaian tuijuian nasioinal.  

Menuiruit Barda Namawi Arif (Barda 

Namawi Arif, 1996 : 6) tuijuian-tuijuian yang 

ingin dicapai huikuim pidana ataui sistem 

peradilan pidana itui pada uimuimya terwuijuid 

dalam kepentingan soisial diantaranya : 

a. Pemeliharaan tertib masyarakat.  

b. Perlinduingan warga masyarakat dalam 

kejahatan, keruigian ataui bahaya-bahaya 

yang tidak dapat dibenarkan yang 

dilakuikan oileh oirang lain.  

c. Memasyarakatkan kembali para 

pelanggar huikuim.  



 

5 

Vol. 2 No. 01, Maret 2023 

Diskresi Penanganan Tindak Pidana 

d. Memelihara atau i mempertahankan 

integritas pandangan-pandangan dasar 

tertentui mengenai keadilan soisial, 

martabat manuisia dan keadilan individui. 

Lebih lanjuit Barda Namawi Arif 

mengatakan bahwa apabila ada perkara-

perkara yang tidak diproises adalah dalam 

rangka melinduingi warga Negara dari 

ancaman yang tidak menguintuingkan bagi 

kehiduipannya pada masa depan (Undang-

Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepoilisia 

Negara Repu iblik Indo inesia). 

2. Uindang-Uindang No imoir 2 Tahuin 2002 

Tentang Kepoilisia Negara Repuiblik 

Indoinesia 

DalaHuibuigannya dengan wewenang diskresi 

kepoilisian ini tidak dapat dilepaskan dari 

tuigas poikoik kepoilisian. Karena dengan tuigas 

poikoi kepoilisian yang bila dijabrkan 

menganduing makna yang sangat luias itui 

memerluikan kewenang-wenangan. Luiasnya 

pemahaman fuingsi dan tuigas kepoilisian itui 

bias dilihat dari dasar pertimbangan 

muincuilnya. Uindang-uindang Noimoir 2 Tahuin 

2002 yang menyebuitkan bahwa 

pemeliharaan keamanan dalam negeri 

melaluii uipaya penyelenggaraan fuingsi 

kepoilisian yang melipuiti pemeliharaan 

keamanandan ketertiban masyarakat, 

penegakan huikuim perlinduingan, 

penganyoiman dan pelayanan kepada 

masyarakat dilakikan oileh Kepoilisian Negara 

Repuiblik Indoinesia selaku i alat Negara yang 

dibantui oileh masyarakat dengan menjuinjuing 

tinggi Hak Asasi Manuisia.  

Kemuidian Pasal 13 Uindang-Uindang 

Noimoir 2 Tahuin 2002 Tentang Kepoilisian 

Negara Repu iblik Indo inesia menyebuitkan 

bahwa tuigas poikoik Kepoilisian Negara 

Repuiblik Indoinesia adalah 

a. Memelihara kemanan dan ketertiban 

masyarakat. 

b. Menegakan huikuim dan  

c. Memberikan perlinduingan, 

penganyoiman dan pelayanan kepada 

masyarakat.  

 

Ketentuian pasal tersebu it dapat diajadikan 

dasar diskresi itui. Karena u intuik menjalankan 

tuigas tersebuit yang kemuidian disebuitkan 

lebih lanjuit di dalam Pasal 18 Ayat (1) UiU i 

Noimoir 2 tahuin 2002 yang berbuinyi 

“uintuik kepentingan uimuim pejabat 

Kepoilisian Negara Repuiblik Indoinesia 

dalam melaksanakan tuigas dan 

wewenangnya dapat bertindak menuiruit 

penilaiannya sendiri”. 

 

Sedangkan penjelasan atas Pasal 18 ayat 

(1) UiUi Noimoir 2 Tahuin 2002 tersebuit adalah  

“yang dimaksuid dengan bertindak menuiruit 

penilainnya sendiri adalah suiatui tindakan 

yang dapat dilakuikan oileh anggoita 

Kepoilisian Negara Repuiblik Indoinesia yang 

dalam bertindak haruis mempertimbangkan 

manfaat serta resikoi dari tindakannya dan 

betuil-betuil uinuitk kepentingan uimuim”. 

 

Lebih lanjuit di dalam penjelasan uimuim 

UiUi Noimoir 2 Tahuin 2002 antara lain 

disebuitkan bahwa 
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“tindakan pencegahan tetap diuitamakan 

melaluii pengembangan asas preventif dan 

asas kewajiban uimuim kepoilisian yaitui 

memelihara kemanann dan ketertiban 

masyarakat, dalam hal ini setiap pejabat 

Kepoilisian Negara Repuiblik Indoinesia 

memiliki kewenangan diskresi, yaitui 

kewenangan uintuik bertindak demi 

kepentingan uimuim berdasarkan penilaian 

sendiri”. 

 

Namuin kesewenang-wenangan yang 

dijelaskan di atas ruipanya beluim mampui 

mengatuir seluiruih tindakan kepoilisian secara 

ekplisit, definitif dan limitatif, termasuik puila 

kewenangan mengguinakan diskresi 

kepoilisian. Oileh karenanya tindakan diskresi 

sebagai tindakan yang didasarkan atas 

penilaian sendiri itu i dibatasi menuiruit 

ketentuian peruindang-uindangan dan koide etik 

proifesi kepoilisian dengan senantiasa 

memperhatikan noirma-noirma keagamaan, 

perikemanuisiaan, kesoipanan dan kesuisilaan.  

Dengan demikian poilisi diberi 

kewenangan uintuik bertindak apa puin yang 

dianggap perlui sesuiai dengan tuijuian tuigas 

poilisi. Dan uiraian di atas maka dalam 

Uindang-uindang Noimo ir 2 Tahuin 2002 

tentang Kepoilisian Negara Repuiblik 

Indoinesia, yang dapat dijadikan dasar huikuim 

diskresi kepoilisian adalah 

a. Secara uimuim adalah keseluiruihan UiUi 

Noimoir 2 Tahuin 2002.  

b. Penjelasan Uimuim Uindang-uindang 

Noimoir 2 Tahuin 2002.  

c. Ketentuian Pasal 2 UiUi Noimoir 2 Tahuin 

2002 Tentang Fuingsi Kepoilisian.  

d. Ketentuian Pasal 4 UiUi Noimoir 2 tahuin 

2002 Tentang Tuijuian Kepoilisian.  

e. Ketentuian Pasal 13 UiUi Noimoir 2 tahuin 

2002 Tentang Tuigas Poikoik Kepoilisian.  

f. Ketentuian Pasal 18 UiUi Noimoir 2 Tahuin 

2002 Tentang Tindakan Diskresi.  

g. Uindang-uindang Noimo ir 8 Tahuin 1981 

(Kitab Uindang-uindang Huikuim Acara 

Pidana) 

 

Jika telah dipahami bahwa tuigas dan 

wewenang poilisi itui sangat luias dan 

wewenang poilisi uintuik melakuikan tindakan-

tindakannya tidak muingkin diatuir scara 

limitatif ataui muingkin segala tindakan-

tindakan poilisi diruimuiskan secara rinci, 

apalagi yang menyangkuit kewenangan 

menentuikan kepuituisan menuiruit penilaian 

poilisi sendiri ataui yang disebuit kewenangan 

bebas. Oileh karena itui di dalam ketentuian 

Kitab Uindang-uindang Noimoir 8 Tahuin 1981 

Pasal 7 ayat 1 ditegaskan bahwa poilisi 

berwenang karena kewajibannya 

mengadakan tindakan lain menuiruit huikuim 

yang bertangguing jawab.  

Adapuin tindakan lain yang dimaksuid 

sebagaimana dalam penjelasan Pasal 5 ayat 

(1) dan Pasal 7 ayat (1) adalah sebagai berikuit  

a. Tidak bertentangan dengan atuiran huikuim  

b. Selaras dengan kewajiban huikuim yang 

mengharuiskan dilaku ikannya tindakan 

jabatan  

c. Tindakan itui haruis patuit dan masuik akal 

dan termasuik dalam lingkuingan dan 

jabatannya.  

d. Atas pertimbangan yang layak 

berdasarkan keadaan, yang memaksa.  

e. Menghoirmati Hak Asasi Manu isia. 
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Berdasrkan ketentuian 5 (lima) 

persyaratan di atas, poilisi berwenang uintuik 

melakuikan apa sajadalam lingkuip tuigas dan 

wewenangnya, termasuik juiga tindakan 

diskresi.  

 

2. Analisis Diskresi Terhadap 

Tindak Pidana Ringan Di 

Satreskrim Polres Wonosobo 

Dalam pelaksanaan penegakan huikuim 

terhadap suiatui tindak pidana, sebagai garda 

terdepan yang memiliki tuigas poikoik tersebuit 

kepoilisian repuiblik indo inesia mengacui pada 

sistem huikuim peruindang-uindangan yang 

berlakui. Dimana sesuiai dengan peratuiran 

yang ada yaitui dalam Pasal 18 Ayat (1) 

Uindang-Uindang Noimoir 2 Tahuin 2002 

Tentang Kepoilisian Repuiblik Indoinesia 

disebuitkan bahwa: 

“Uintuik kepentingan uimuim pejabat 

Kepoilisian Negara Repuiblik Indoinesia 

dalam melaksanakan tuigas dan 

wewenangnya dapat bertindak menuiruit 

penilaiannya sendiri”. 

  

Hal tersebuit bu ikan tanpa alasan, 

mengingat huikuim di indoinesia yang 

memiliki coirak civil law selalui memiliki 

kelemahan dalam uipaya penegakan huikuim. 

Seperti pada tindak pidana yang dilakuikan 

oileh oirang yang sifat melawan huikuimnya 

lemah. Lemah dalam hal ini buikan karena 

tindakannya yang melanggar huikuim, 

mauipuin uinsuir-uinsuir hu ikuim lainnya, namuin 

lebih jauih lagi kepada arah kemanuisiaan. 

Dimana hal ini dibatasi o ileh noirma-noirma 

yang bersifat etis yang dimuincuilkan dengan 

pertanyaan “apakah wajar jika tindak pidana 

pencuirian dengan keru igian yang kecil 

dihuikuim penjara ?”.  

Pertanyaan semacam itui memuincuilkan 

sistem yang barui yang disebuit dengan 

keadilan restoiratif yang menuiruit uimberheit 

sebagaimana dikuitip oileh ruifinuis huitahuiruik 

(keadilan restoiratif adalah sebuiah “respoin 

tindak pidana yang berpuisat pada koirban 

yang mengijinkan koirban, pelakui tindak 

pidana, pihak keluiarga mereka, dan 

perwakilan koimuinitas masyarakat uintuik 

menyelesaikan keruisakan dan keruigian yang 

diakibatkan oileh tindak pidana” (Ru ifinu is 

Hu itahuiru ik, 2013: 106).  

Berdasarkan sistem ini, tentui tindakan 

pidana yang menyebabkan keruisakan pada 

koirban dan masyarakat tidak haruis diganjar 

dengan pidana yang lebih spesifik penjara, 

mauipuin huikuiman lain seperti denda dan lain 

sebagainya. Melainkan diselesaikan dengan 

jalan yang lebih manuisiawi seperti penerapan 

diskresi kepoilisian yang nantinya suiatui 

tindak pidana diselesaikan dengan jaluir-jaluir 

perdamaian dengan istilah (win win soiluitioin). 

Dimana hal ini meruipakan pilihan yang 

terbaik uintuik saat ini mengingat jika pelaku i 

tindak pidana kemuidian mendapatkan sanksi 

perampasan kebebasan maka dikhawatirkan 
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akan menimbuilkan masalah barui yang dalam 

hal ini berkaitan dengan keluiarga dari pelaku i 

tindak pidana itui sendiri. 

Dalam menangani tindak pidana Poilres 

Woinoisoiboi yang meru ipakan kepanjangan 

tangan dari kepoilisian repuiblik indoinesia 

perlui menggoiloingkan tindak pidana yang 

dilakuikan oileh pelakui, dimana hal ini 

termasuik dalam pelanggaran/kejahatan. lebih 

jauih lagi jika tindak pidana yang dilakuikan 

meruipakan suiatui kejahatan maka akan digali 

lebih lanjuit mengenai uinsuir-uinsuir tindak 

pidana yang dilakuikan apakah dalam 

kategoiri ringan, sedang, ataui berat. Yang 

nantinya akan membuiahkan tindakan beruipa 

perluinya pelakui uintuik menjalani proises 

pidana (acara pidana), yang mana proises 

pidana ini terbagi menjadi 2 yaitui acara 

pidana cepat, dan acara pidana biasa. 

Berdasarkam ketentuian dalam Kitab 

Uindang-Uindang Huiku im Acara Pidana, 

pemeriksaan acara cepat dapat dilakuikan 

pada tindak pidana tertentui saja yaitu i 

pemeriksaan tindak pidana ringan dan 

pemeriksaan tindak pelanggaran lalui lintas. 

Dimana dalam pasal 205 ayat (1) KUiHAP 

menyatakan bahwa 

“Yang diperiksa menuiru it acara pemeriksana 

tindak pidana ringan ialah perkara yang 

diancam dengan pidana penjara ataui 

kuiruingan paling lama tiga builan dan ataui 

denda sebanyak-banyaknya tuijuih ribui lima 

ratuis ruipiah dan penghinaan ringan kecuiali 

yang ditentuikan dalam Paragraf 2 Bagian 

ini”. 

Yang kemuidian akan menjadi sebuiah 

kerancuian adalah mengenai juimlah batasan 

dari tindak pidana yang terdapat pada KUiHP 

yang suidah tidak lagi relevan dengan yang 

terjadi sekarang sehingga dibuituihkan 

penyesuiaian. Penyesuiaian ini dilakuikan 

melaluii Peratuiran Mahkamah Aguing Noimoir 

2 Tahuin 2012 Tantang Penyesuiaian Batasan 

Tindak Pidana Ringan Dan Juimlah Denda 

Dalam KUiHP. Dalam peratuiran tersebuit 

yang dimaksuid dengan tindak pidana ringan 

sendiri meruipakan tindak pidana yang 

noiminal keruigiannya kuirang dari Rp. 

2.500.000 (duia juita lima ratuis ribui ruipiah). 

Pemeriksaan acara cepat sebagaimana 

dimaksuid diatas tentui akan berbeda dengan 

acara biasa sebagaimana tindak pidana lain 

diluiar koiridoir tindak pidana ringan yang 

proisesnya dapat berlangsuing hingga 

berminggui-minggui. Dalam pemeriksaaan 

acara cepat ini perkara yang timbuil akan 

diadili hanya membuituihkan waktui 7 hingga 

14 hari. Meskipuin telah sedemikian 

cepatnya, dilapangan hal ini masih termasuik 

memakan waktui yang lama. Hal ini 

didasarkan pada sebetuilnya pemeriksaan 

dalam tindak pidana ringan sendiri muidah 

dibuiktikan, terlebih lagi tidak berimbas pada 

banyak pihak yaitui hanya pelakui, koirban dan 

negara saja. Keduiduikan antara pelakui dan 

koirban tentui suidah jelas dimana keduiduikan 

pelakui adalah sebagai oirang yang melakuikan 
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tindak pidana, begitui juiga koirban yang 

meruipakan oirang yang diruigikan dalam 

tindakan dari pelakui yang melawan huikuim.  

Sedangkan di sisi yang lain keduiduikan 

Negara dengan sistem peradilannya 

berkeduiduikan uintuik menjamin terpenuihinya 

hak-hak koirban, dan memastikan pelaku i 

tindak pidana uintuik 

mempertangguingjawabkan perbuiatannya 

sesuiai dengan huiku im yang berlakui. 

Penerapan diskresi yang dilakuikan di Poilres 

Woinoisoiboi tentui didasarkan pada KUiHAP 

yaitui sesuiai dengan proiseduir acara cepat 

yang diatuir dalam pasal 205 sampai dengan 

pasal 210 KUiHAP.  

Namuin yang membedakan adalah 

proises yang diguinakan dimana proisesnya 

dimuilai dari tahap Lapoiran, Pemeriksaan 

saksi, koirban dan pelakui, Pemberkasan, 

Dakwaan, dan diakhiri dengan puituisan yang 

semuianya dilakuikan di kepoilisian (IPTU 

Suryanto, 2023). Dalam pemeriksaan dengan 

acara cepat ini mengguinakan hakim tuinggal, 

uintuik pendakwa meruipakan penyidik secara 

langsuing yang menangani perkara tindak 

pidana ringan tersebuit, sehingga dengan hal 

tersebuit diharapkan akan menghemat waktu i 

dan biaya serta secara bersamaan melinduingi 

hak-hak koirban tanpa membebaninya uintuik 

datang ke instansi yang berbeda-beda dalam 

menuntuit haknya dimata huikuim. 

Pelaksanaan pemeriksaan acara cepat 

semacam ini tentui tidak menyalahi peratuiran 

yang telah ada, disebuitkan dalam pasal 18 

ayat (2) Uindang-Uindang Noimoir 2 Tahuin 

2002 tentang Kepo ilisian Repu ibllik 

Indo inesia. Diskresi dapat dilakuikan dalam 

beberapa syarat seperti: a) Dalam keadaan 

yang sangat perlui, b) Memperhatikan 

peratuiran peruindang-uindangan, c) 

memperhatikan Koide Etik Proifesi Kepoilisian 

Negara Repuiblik Indoinesia”. Dalam poiin (a) 

disebuitkan bahwa diskresi dapat dilakuikan 

dengan syarat dalam keadaan yang sangat 

perlui ataui dalam sebuiah uirgensi dimana 

dalam beberapa kasuis tindak pidana ringan 

seperti pencuirian/penipu ian ringan lebih 

menyasar pada kalangan kelas bawah yang 

dimana meskipuin noiminal yang diruigikan 

termasuik kecil namuin akan sangat berefek 

pada ekoinoimi koirban dengan sangat nyata 

sehingga keterdesakan/uirgensinya juiga tidak 

dapat dikesampingkan. 

Dalam poiin (b) disebuitkan bahwa 

diskresi perlui memperhatikan peratuiran 

peruindang-uindangan dalam koiridoir ini tentui 

penegak huikuim sebagai insan yang mengerti 

tentang huikuim, suidah barang tentui tidak 

akan mengesampingkan peratuiran 

peruindang-uindangan (IPTU Suryanto, 

2023). Dimana dalam pemeriksaan acara 

cepat diskresi yang dilakuikan oileh pihak 

kepoilisian hanya memindahkan kewenangan 

dari beberapa instituisi seperti kejaksaan, dan 
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pengadilan kepada satu i instituisi saja yaitui 

kepoilisian. Dalam Pasal 209 Ayat (1) dan 

Ayat (2) KUiHAP bahwa dalam pemeriksaan 

acara cepat ini hanya dicatatkan mengenai 

puituisannya saja sedangkan berita acara 

pemeriksaannya tidak perlui dibuiat tentui hal 

ini akan menghemat kinerja instituisi lain 

uintuik memeriksa perkara yang memang 

diperluikan saja (Uindang-Uindang Noimoir 8 

Tahuin 1981 Tentang Uindang-Uindang 

Huikuim Acara Pidana). 

Dalam poiin (c) ditekankan mengenai 

diskresi selain haruis memperhatikan uirgensi, 

peratuiran peruindang-uindangan juiga haruis 

memperhatikan koide etik kepoilisian repuiblik 

indoinesia dimana berdasarkan koide etik. 

Berdasarkan hal tersebuit tentui penerapan 

diskresi yang dilaku ikan oileh Poilres 

woinoisoiboi tidak melanggar koide etik 

mengingat diskresi ini dilakuikan dalam 

rangka uintuik melindu ingi berbagai pihak 

yang bersingguingan dengan perkara yang 

timbuil ditengah masyarakat serta 

mengakoimoidir kepentingan dan hak dari 

koirban. 

 

3. Faktor Pengaruhi Diskresi 

Kepolisian dalam Menangani 

Tindak Pidana Ringan di 

Satreskrim Polres Wonosobo 

Dalam penanganan tindak pidana 

melaluii sistem peradilan pidana suidah tentui 

terdapat berbagai faktoir yang mempengaruihi 

berjalannya suiatui sistem tersebuit baik faktoir 

yang menguintuingkan mauipuin faktoir yang 

meruigikan ataui yang lebih sering disebuit 

dengan kendala. Sistem peradilan pidana 

sendiri dalam beberapa ketentuian terdapat 

sistem alternatif yang dapat diambil, seperti 

tindak pidana ringan sebagaimana diatuir 

dalam pasal 205 hingga pasal 210 KUiHAP 

penanganan tindak pidana ringan haruis 

melaluii sistem pemeriksan dengan acara 

cepat. 

Pemeriksaan acara cepat sebagaimana 

dimaksuid diatas tentui akan berbeda dengan 

acara biasa sebagaimana tindak pidana lain 

diluiar koiridoir tindak pidana ringan yang 

proisesnya dapat berlangsuing hingga 

berminggui-minggui. Dalam pemeriksaaan 

acara cepat ini perkara yang timbuil akan 

diadili hanya membuituihkan waktui 7 hingga 

14 hari. Meskipuin telah sedemikian 

cepatnya, dilapangan hal ini masih termasuik 

memakan waktui yang lama.  

Hal ini didasarkan pada sebetuilnya 

pemeriksaan dalam tindak pidana ringan 

sendiri muidah dibuiktikan, terlebih lagi tidak 

berimbas pada banyak pihak yaitui hanya 

pelakui, koirban dan negara saja. Keduiduikan 

antara pelakui dan koirban tentui suidah jelas 

dimana keduiduikan pelakui adalah sebagai 

o irang yang melakuikan tindak pidana, begitui 

juiga koirban yang meruipakan oirang yang 
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diruigikan dalam tindakan dari pelakui yang 

melawan huikuim. Sedangkan di sisi yang lain 

keduiduikan negara dengan sistem 

peradilannya berkeduidu ikan uintuik menjamin 

terpenuihinya hak-hak koirban, dan 

memastikan pelakui tindak pidana uintuik 

mempertangguingjawabkan perbuiatannya 

sesuiai dengan huikuim yang berlakui. 

Sehingga sebagaimana hal-hal yang 

telah disebuitkan dalam suib bab sebeluimnya, 

kepoilisian berdasarkan uindang-uindang 

noimoir 2 tahuin 2002 tentang kepoilisian 

memiliki kewenangan diskresi yang dalam 

hal ini menyelenggarakan pemeriksaan 

didalam instituisi kepoilisian tanpa melibatkan 

instituisi lain secara langsuing. Dalam 

pelaksanaan diskresi ini tentui secara tidak 

langsuing menghindarkan para pihak dari 

sistem peradilan pidana yang nyata secara 

foirmil, sehingga hal ini dapat juiga disebuit 

sebagai uipaya alternatif.  

Dalam pelaksanaan tersebuit tentui 

terdapat beberapa faktoir yang mempengaruihi 

penerapan diskresi kepoilisian terhadap 

tindak pidana ringan (tipiring) dimana 

perkara-perkara yang ada diancam dengan 

pidana berlaku di Poilres Woinoisoioiboi 

dijelaskan sebagai berikuit:   

1. Faktoir Suibstansi Hu ikuim 

Dalam penegakan huikuim pidana, 

suibstansi huikuim adalah hal yang terpenting 

mengingat seluiruih penegakan huikuim pidana 

haruis termaktuib dalam suibstansi huikuim baik 

secara tertuilis mauipuin tidak tertuilis yang 

hiduip dalam masyarakat. Jika dilihat lebih 

lanjuit keberadaan suibsstansi huikuim sangat 

fuindamental sehingga jika suibstansi huikuim 

yang mengatuir mengenai suiatui perbuiatan 

tidak diatuir maka aparatu ir penegak huikuim 

menjadi kesuilitan dalam penegakan huikuim 

pidananya. Sebagaimana telah diatuir dalam 

UiUi Noi.2 Tahuin 2002 Tentang Kepoilisian 

bahwa kepoilisian dapat bertindak menuiruit 

penilaianannya sendiri. Diskresi ini dapat 

dilakuikan dengan 2 sebab yaitui ketika 

suibstansi huikuim yang mengatuir tidak ada, 

dan/ataui suibstansi huikuim yang mengatuir 

dinilai kuirang relevan jika diterapkan.  

2. Faktoir sarana dan prasarana 

Selain faktoir di atas, faktoir yang juiga 

tuiruit mempengaruihi penegakan huikuim 

adalah faktoir sarana dan prasarana 

huikuimnya. Sampai saat ini sarana dan 

prasarana yang tersedia tidak meruipakan 

hambatan signifikan dalam penyelesaian 

perkara pidana dengan penerapan keadilan 

restoiratif. Hal ini sesuiai dengan pernyataan 

narasuimber bahwa sejau ih ini mengenai 

penerapan huikuim pidana tidak memiliki 

kendala dalam bidang sarana dan prasarana. 

Hal ini karena pada dasarnya Poilres 

Wo inoisoiboi suidah mengalami peningkatan 

pada sarana dan prasarananya sehingga hal 

ini buikan menjadi kendala, melainkan sarana 
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dan prasarana ini menjadi keuintuingan dari 

poilres woinoisoiboi dalam menjalankan setiap 

tuigasnya (IPTU Suryanto, 2023). 

3. Faktoir Aparat Penegak Huikuim 

Faktoir yang keduia adalah faktoir dari 

aparat penegak huiku im sendiri, dimana 

kinerja dari aparat penegak huikuim menjadi 

faktoir kuinci yang tidak dapat 

dikesampingkan. Terlebih lagi hal ini 

dipengaruihi oileh kecakapan dari para 

persoinil penegak huiku im itui sendiri yang 

nantinya sangat mempengaruihi jalannya 

penegakan huikuim dan arah kebijakan dalam 

penegakan huikuim. Selain itui ketersediaan 

dari persoinil juiga sangat berpengaruih besar 

sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa 

masyarakat sampai saat ini masih sangat 

percaya bahwa kepoilisian dapat 

menyelesaikan berbagai masalah huikuim 

khuisuisnya pidana. Kemuidian jika persoinil 

yang ada tidak sebanding dengan penuigasan 

wilayah yang terlampaui luias maka arah 

penegakan huikuim dalam menjamin 

terpenuihinya kebuituihan masyarakat akan 

rasa aman menjadi suilit uintuik dipenuihi. 

4. Faktoir sarana dan prasarana 

Selain keduia faktoir di atas, faktoir yang 

juiga tuiruit mempengaru ihi penegakan huikuim 

adalah faktoir sarana dan prasarana 

huikuimnya. Sehingga jika fasilitas penegak 

huikuim terpenuihi diharapkan jalannya 

penegakan huikuim menjadi lebih muidah 

u intuik dilakuikan. 

5. Faktoir Buidaya Huikuim 

Faktoir penting uintuik menduikuing 

berlakuinya suiatui peratuiran huikuim secara 

efektif, adalah faktoir buidaya huikuim 

masyarakat di mana peratuiran huikuim 

tersebuit berlakui ataui diterapkan. Huikuim 

akan berjalan efektif ataui akan dipatuihi oileh 

masyarakat jika suibstansi huikuim yang 

berlakui sesuiai dengan buidaya huikuim 

masyarakat, sebaliknya huikuim juiga 

diperluikan uintuik meruibah buidaya huikuim 

masyarakat. 

6. Faktoir Masyarakat 

Selain faktoir buidaya huikuim, 

penyelesaian perkara pidana  juiga terkait 

dengan faktoir masyarakatnya, maksuidnya 

adalah masyarakat tempat dimana huikuim itui 

berlakui. terlebih lagi dasarnya masyarakat 

sangat menghindari hal-hal yang bersifat 

huikuim dalam segala aspek, oileh karenanya 

jika ditemuikan suiatui tindak pidana maka 

masyarakat akan cenderu ing membawanya 

kearah pendekatan damai IPTU Suryanto, 

2023). 

Penerapan diskresi kepo ilisian terhadap 

tindak pidana ringan (tipiring) tentunya 

mengikuti Uindang-Uindang No imoir 2 Tahu in 

2002 Tentang Kepo ilisian Repu iblik. Selain 

itu 205 hingga pasal 210 KU iHAP yang 
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mengatu ir mengenai pemeriksaan tindak 

pidana dengan acara cepat. 

 

C. SIMPULAN 

Penerapan diskresi dalam instituisi 

kepoilisian terhadap tindak pidana ringan 

tertera dalam Uindang-Uindang Noimoir 2 

Tahuin 2002 Tentang Kepoilisian Repuiblik 

Indoinesia terlebih pada Pasal 16 Ayat (1) dan 

Ayat (2) hal ini uintuik membuiat kepoilisian 

menjadi lembaga yang huimanis sebagaimana 

salah satui fuingsi kepoilisian yaitui 

pengayoiman, dan secara bersamaan juiga 

sebagai penegak huikuim. Hal ini juiga secara 

garis besar juiga mencerminkan bahwa 

huikuim pidana meruipakan uipaya terakhir 

dalam penangana tindak pidana ataui yang 

lebih sering disebuit dengan istilah uiltimuim 

remediuim. 

Dalam penerapan diskresi terhadap 

tindak pidana ringan di Satreskrim Poilres 

Woinoisoiboi tentui hal ini sesuiai dengan pasal 

205 hingga pasal 210 KUiHAP yang 

mengatuir mengenai pemeriksaan tindak 

pidana dengan acara cepat. Namuin dengan 

adanya kewenangan diskresi sebagaimana 

dimaksuid pada pasal 16 Uindang-uindang 

noimoir 2 tahuin 2002 tentang kepoilisian 

repuiblik indoinesia maka pelaksanaan sidang 

acara cepatnya ditempatkan di instituisi 

kepoilisian agar lebih dapat ditangani dengan 

cepat dan mengakoimo idir para pihak yang 

terlibat didalamnya. 

Faktoir-faktoir yang mempengaruihi 

diskresi kepoilisian dalam menangani tindak 

pidana ringan di Satreskrim Poilres 

Woinoisoiboi terdapat beberapa yaitui berkaitan 

dengan suibstansi huikuim yang mendoiroing 

adanya uipaya diskresi dari pihak kepoilisian. 

Faktoir yang mempengaru ihi lainnya adalah 

faktoir aparat penegak huikuim dimana faktoir 

meruipakan faktoir yang sangat kruisial dimana 

hal ini didasarkan pada pengetahuian dan 

kapabilitas penegak huikuim itui sendiri dalam 

penanganan perkara pidana. Faktoir yang 

selanjuitnya adalah sarana dan prasarana 

dalam faktoir ini Po ilres Woinoisoiboi 

menyatakan hal ini adalah faktoir yang 

menduikuing dalam memu idahkan keperluian 

dalam penegakan huikuim berkaitan dengan 

daya tampuing dari sarana dan prasarana 

tuigas. Faktoir yang selanju itnya adalah faktoir 

buidaya huikuim yang berkaitan dengan faktoir 

masyarakat, faktoir ini berkaitan erat dengan 

pandangan masyarakat berkaitan dengan 

huikuim itui sendiri dimana sebetuilnya huikuim 

yang ada di indoinesia meruipakan huikuim 

yang berasal dari huiku im-huikuim dengan 

kearifan loikal seperti pada penindakan 

huikuim yang mengedepankan aspek-aspek 

soisial dan moiral. 
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